BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) baru terbentuk
pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan melalui
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bengkalis (BPKAD) sendiri merupakan penggabungan 2 (dua) unit kerja pada Sekretariat
Daerah yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan yang melebur membentuk Satuan
Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) terbentuk dari penggabungan fungsi Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) selain berfungsi
sebagai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi,
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga berfungsi sebagai Bendahara Umum
Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas sebagai
Penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan Keuangan dan
Aset.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkalis, mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi,
pelaporan, pengelolaan keuangan daerah dan aset.

2. pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD);

3. pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah;
4. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
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pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1.

Kepala Badan;

2. Sekretariat;

—

Sub Bagian Penyusunan Program
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan



—

—
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—

Bidang Anggaran;

Sub Bidang Anggaran |

Sub Bidang Anggaran II

Sub Bidang Anggaran III

Bidang Perbendaharaan;

Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah

Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah

Sub Bidang Manajemen Kas Daerah

Bidang Akuntansi;

Sub Bidang Akuntansi I

Sub Bidang Akuntansi II

Sub Bidang Akuntansi III

Bidang Aset;

Sub Bidang Analisa kebutuhan dan Perencanaan Pemeliharaan
Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharan Aset

Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset
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